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<b>ABSTRAK</b><br>

Di dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan K euangan Negara dan Pembangunan, baik
pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan
secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan.

<br><br>

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur
negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah
yang bersih dan berwibawa.

<br><br>

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran
kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder
yang dikumpulkan di lapangan.

<br><br>

Daam penélitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni
koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat
kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus
Provins Dati | Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan
kondisi aparatur.

<br><br>

Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan)
yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem
anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pel aksanaan pengawasan di Propinsi Dati |
Jawa Barat.

<br><br>

Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang
tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek
yang diperiksa.

<br><br>

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat
kebijaksanaan yaitu :

1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai.

2. Organization Level, merupakan implementas dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan
organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi.

3. Operationa Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh


https://lib.ui.ac.id/detail?id=80714&lokasi=lokal

pel aksana-pel aksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level.



